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Dewan Upayakan Kemampuan Keuangan Daerah Banjarmasin Masuk Kategori 

Tinggi 

 
Sumber gambar: 

https://klikkalsel.com/dewan-upayakan-kkd-banjarmasin-masuk-kategori-tinggi/ 

 

Tiga tahun berturut-turut ada dalam kategori sedang, kini DPRD Banjarmasin 

tengah berupaya mengembalikan Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Banjarmasin 

masuk dalam kategori tinggi. 

Usai membahas KUA/PPAS 2023 Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali 

mengatakan, klasifikasi KKD berdasarkan realisasi anggaran dua tahun sebelumnya. 

Dan dihitung berdasarkan pendapatan umum dikurangi belanja pegawai dan tambahan 

penghasilan pegawai (TPP). 

Pendapatan umum bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), dana bagi hasil 

(DBH) pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

“APBD Banjarmasin dari hasil pengurangan tersebut dan evaluasi selama tiga 

tahun berturut-turut (2020, 2021, 2022) masih di kisaran Rp300 – Rp 550 miliar. Jadi 

KKD Banjarmasin masuk kategori sedang. Jika sudah di atas Rp550 miliar, maka bisa 

kategori tinggi,” ujarnya. 

Politisi Partai Golkar Banjarmasin ini menyebut, kategori KKD tersebut 

berdampak pada tunjangan penghasilan atau insentif daerah. 

“Makanya saat pembahasan KUA/PPAS 2023 ini, pihak kita mencoba metode 

berbeda. Agar saat pendapatan dikurang belanja pegawai angkanya ada di atas Rp550 

miliar, sehingga KKD Banjarmasin di tahun berikutnya masuk klasifikasi tinggi,” 

katanya. 
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Dia mengatakan, efek positif KKD diklasifikasi tinggi, maka belanja modal 

pemerintah daerah akan tinggi. Sehingga bisa langsung dinikmati masyarakat. 

“Belanja modal dimaksud, yakni pembangunan infrastruktur atau pembelian 

aset,” jelasnya. 

Matnor juga mengapresiasi, Pemko Banjarmasin yang sudah menyampaikan 

rancangan KUA/PPAS 2023 tepat waktu. 

“Mudahan pembahasannya cepat selesai, dan Pemko segera bisa menyampaikan 

dokumen RAPBD 2023,” tukasnya. 

 

Sumber berita: 

1. https://klikkalsel.com/dewan-upayakan-kkd-banjarmasin-masuk-kategori-tinggi/, 

Dewan Upayakan KKD Banjarmasin Masuk Kategori Tinggi, (08/07/22) 

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/328821/pemprov-kalsel-ajukan-raperda-

pengelolaan-keuangan-daerah, Pemprov Kalsel Ajukan Raperda Pengelolaan 

Keuangan Daerah, (23/05/22) 

 

Catatan: 

 PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN 

dan   SILPA adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, yaitu 

selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto 

(http://www.djpk.kemenkeu.go.id) 

 Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah 

(UU Nomor 32 Tahun 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak
https://id.wikipedia.org/wiki/Retribusi
https://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan_nasional
https://id.wikipedia.org/wiki/BUMN
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 Struktur APBD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APBD 

PENDAPATAN DAERAH BELANJA DAERAH PEMBIAYAAN DAERAH 

PAD BELANJA TIDAK LANGSUNG PENERIMAAN PEMBIAYAAN  

1. Pajak daerah 

2. Retribusi daerah 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 

DANA PERIMBANGAN 

1. Hibah tidak mengikat 

2. Dana darurat dari 

pemerintah 

3. Dana bagi hasil pajak dari  

provinsi ke kab/kota 

4. Dana penyesuaian dan 

dana otonomi khusus 

5. Bantuan keuangan dari 

provinsi atau dari 

pemerintah daerah lainnya 

 

1. Belanja pegawai 

2. Bunga 

3. Subsidi 

4. Hibah 

5. Bantuan sosial 

6. Belanja bagi hasil 

7. Bantuan keuangan 

8. Belanja tidak terduga 

BELANJA LANGSUNG 

 

1. Belanja pegawai 

2. Belanja barang dan jasa 

3. Belanja modal 

1. Sisa lebih perhitungan 

anggaran TA sebelumnya 

(SiLPA) 

2. Pencairan dana cadangan 

3. Hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan 

4. Penerimaan pinjaman daerah 

5. Penerimaan kembali 

pemberian pinjaman 

6. Penerimaan piutang daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

1. Pembentukan dana cadangan 

2. Penyertaan modal (investasi) 

3. Pembayaran daerah hutang 

4. Pemberian pinjaman 

LAIN – LAIN PENDAPATAN 

DAERAH YANG SAH 

1. Dana Bagi Hasil 

2. Dana Alokasi Khusus 

3. Dana Alokasi Umum 


